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1. PENDAHULUAN

Pancasila telah menjadi fondasi ideologis, normatif, sekaligus yuridis bangsa Indonesia
sejak masa perumusan negara (Himsyah et al., 2025; Suhendar & Saragih, 2025).
Sebagaimana ditegaskan Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI,
Pancasila lahir sebagai hasil refleksi atas realitas sosiologis masyarakat Indonesia yang
majemuk secara agama, budaya, dan tradisi (Sudirta et al., 2022; Suhendar et al., 2024).
Lima sila dalam Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan
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Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan
dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia
tidak hanya berfungsi sebagai panduan etik, tetapi juga menjadi dasar filosofis yang
memformulasikan arah hidup berbangsa dan bernegara (Handayanmi & Dewi, 2021; K.
W. Saragih et al., 2025).

Dalam struktur sistem hukum, Pancasila menempati posisi tertinggi sebagai sumber
dari segala sumber hukum negara (Hadi, 2021; Wiratama, 2024). Seluruh peraturan
perundang-undangan dan kebyjakan publik wajib bersandar pada nilai-nilai Pancasila agar
memiliki legitimasi moral dan konstitusional (G. M. Saragih et al., 2024). Dengan
demikian, Pancasila bukan sekadar ideologi kebangsaan, melainkan menjadi grundnorm
yang menentukan validitas semua produk hukum nasional. Namun, kapan hLteratur
kontemporer menunjukkan bahwa pembahasan mengenai Pancasila sering terjebak pada
posisi normatif dan simbolik, sementara analisis mengenai bagaimana 1a dioperasionalkan
secara konkret sebagai kerangka hukum dalam menghadapi tantangan globalisasi,
pluralisme digital, dan dinamika demokrasi masih relatif terbatas (Judyanto et al., 2025;
Saputra, 2025).

Berdasarkan realitas tersebut, penelittan i dirancang untuk menjawab pertanyaan
utama: bagaimana Pancasila dumplementasikan secara efektf sebagar kerangka hukum
nasional dalam konteks perkembangan sosial-polittk modern? Lebih jauh, penelitian i1
mengidentifikasi gap berupa belum optimalnya artikulasi nilar Pancasila dalam praktik
legislasi dan kebyakan publik, khususnya dalam merespons persoalan kontemporer
sepertl polarisasi digital, komersialisasi demokrasi, dan penetrasi ideologl transnasional.

Dengan demikian, tujuan penelitan i adalah menganalisis secara kritis dan
kontekstual posisi Pancasila sebagar dasar hukum negara pada era modern, sekaligus
menawarkan pembacaan baru yang lebih adaptif terhadap realitas global. Studi 1
diharapkan tidak hanya memperkuat pemahaman teoretis mengenair Pancasila sebagai
kerangka hukum, tetapi juga memberikan kontribusi praksis bagi pembentukan kebijakan
publik yang berkeadilan, demokratis, dan berakar pada jati dirt bangsa.

2. METODE

Penelitian in1 menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan metode
studi pustaka (library research). Pendekatan im dipilih untuk menganalisis secara
mendalam bagaimana prinsip-prinsip Pancasila dumplementasikan sebagai dasar hukum
negara dalam konteks sosial-politik era modern (Creswell, 2021). Sumber data berasal
dan literatur sekunder, yang dipilih melalui kriteria seleksi yang ketat, yaitu:

1) terbit dalam rentang tahun terakhir 10 tahun (2014-2024) untuk memastikan
relevansi kontemporer,

2) diterbitkan oleh sumber akademik kredibel seperti jurnal terindeks Scopus/Sinta,
buku akademik dar1 penerbit bereputasi, dan dokumen resmi negara (misalnya UUD
1945, TAP MPR, UU No. 12 Tahun 2011),

3) memiliki fokus langsung pada kajian Pancasila, filsafat hukum, sistem hukum
nasional, atau dinamika demokrasi Indonesia.
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Teknik analisis data dilakukan melalui analisis 1s1 (content analysis), yaitu membaca,
mengklasifikasi, dan mengkategorikan data ke dalam tema-tema utama seperti: (a) posisi
normatif Pancasila dalam sistem hukum, (b) implementasi aktual, (¢) tantangan modern
yang dihadapi, dan (d) peluang penguatan ke depan. Analisis dilakukan secara iteratif dan
komparatif untuk menemukan pola, inkonsistensi, maupun peluang pengembangan teori
dan praktik.

Untuk menjamin validitas dan kredibilitas data, penelitian in1 menerapkan triangulasi
sumber, dengan cara membandingkan perspektif dari berbagai lhteratur (akademik,
regulatif, dan kontemporer), serta melakukan verifikasi silang terhadap dokumen negara
agar tidak terjadi bias interpretasi normatif.

Metode in1 memungkinkan penelitian memberikan pemahaman yang komprehensif
dan kritis mengenal hubungan antara prinsip Pancasila dengan praktik hukum nasional,
sekaligus merumuskan refleksi strategis atas relevansinya dalam menjawab tantangan era

modern.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Globalisasi, Identitas, dan Daya Lentur Nilai Pancasila

Globalisasi mempercepat arus budaya dan pasar gagasan sehingga memunculkan
“disembedding” identitas lokal dari konteksnya. Dalam kerangka teori kosmopolitanisme
dan multikulturalisme, tantangannya bukan menolak arus global, melainkan menegosiasi
nilai global agar kompatibel dengan nilai dasar Pancasila (Hidayat, 2022; Suhendar &
Halimi, 2023). Literatur Indonesia menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kapasitas re-
embedding menyerap unsur global yang sejalan (misalnya HAM, good governance)
sembari menolak unsur yang bertentangan dengan keadilan sosial dan persatuan
(Suhendar et al., 2024). Dengan demikian, Pancasila berperan sebagai filter normatif yang
memungkinkan integrasi tanpa erosi jati diri (Sujana et al., 2025).

Kosistem Informasi Digital, Polarisasi, dan Radikalisme

Riset komunikasi politik menunjukkan platform digital memperkuat echo chambers
dan selective exposure yang berhubungan dengan polarisasi dan misinformasi (Srikandi,
2024; Ukur et al., 2025). Studi ekonomi-politik informasi juga menemukan insentif
clickbait memperbesar penyebaran hoaks (Dhinanti et al., 2024). Dalam horizon
Pancasila, arsitektur  ruang publik  digital yang sehat adalah  prasyarat
Musyawarah/Perwakilan (Sila  IV) dan Persatuan (Sila III). Temuan lteratur
mengindikasikan efektivitas intervensi berbasis literasi digital, fact-checking, dan friction
design (penundaan/label peringatan) untuk menurunkan sharing hoaks, terutama bila
dikombinasikan dengan penguatan norma deliberatif (Habermas, 1996; Vosoughi et al.,
2018). Artinya, implementasi Pancasila menuntut desain kebijjakan media dan algoritma
yang memulihkan rasionalitas deliberatif.
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Modernisasi Sistem Hukum dan Koherensi Pancasila

Modernisasi hukum dan teknologi (Al, platform economy) memunculkan isu
regulatory lag. Literatur hukum tata negara Indonesia menempatkan Pancasila sebagai
grundnorm yang memandu legislasi (Anggriawan & Suhendar, 2024). Kesenjangan sering
terjadi pada tataran operationalization—nilai Pancasila disepakati di tataran deklaratif,
tetapl belum terurai ke norm setting (rumusan norma), norm application (penegakan),
dan norm control (uji judicial review). Studi kebyjakan menegaskan pentingnya values-
based regulation—kerangka penyusunan undang-undang yang menurunkan nilai ke
perangkat w1 ex-ante (misalnya human nghts impact, social justice fit) serta ex-post
(evaluasi dampak keadilan distributif). Dengan begitu, sila-sila tidak berhenti sebagai asas,

melainkan menjadi parameter evaluatif yang terukur.

Peran Pemerintah dan Pendidikan: Dari Indoktrinasi ke Kompetensi Kewargaan
Literatur pendidikan kewargaan menekankan peralihan dart model transmisi nilai
menjadi model competency-based civic education—berbasis penalaran moral, empati
lintas 1dentitas, literasi digital, dan praktik deliberasi (Banks, 2021). Penelitian di konteks
Asia Tenggara menunjukkan kurikulum yang mengintegrasikan case-based learning atas
1su lokal (ketimpangan, intoleransi, jejak digital) meningkatkan civic efficacy dan sikap
prososial. Oleh 1tu, penguatan Pancasila di pendidikan sebaiknya ditransformasikan ke
desain pembelajaran berbasis proyek, mediasi konflik, dan simulasi public hearing agar

Sila IV dan Sila V terinternalisasi sebagai habitus warga, bukan sekadar hafalan.

Strategi Penegakan Hukum Berbasis Pancasila: Desain Kelembagaan dan Instrumen

Studi law & development menyoroti bahwa rule-making tanpa desain penegakan yang
baik menghasilkan compliance gap. Literatur responsive regulation merekomendasikan
piramida penegakan dimulai dart edukasi dan msentif, meningkat ke sanksi administratif
dan pidana bila perlu (Maarif, 2024). Dalam bingkai Pancasila, piramida ini disejajarkan
dengan keadilan korektif (proporsionalitas sanksi), keadilan restoratif (pemulihan relasi
sosial), dan keadilan distributif (perlindungan kelompok rentan). Praktiknya: due process
yang kuat (Sila II), prioritas pencegahan melalui compliance-by-design (Sila V), dan
akuntabilitas publik (Sila IV). Pengujian ex-post oleh peradilan tata usaha negara dan
Mahkamah Konstitusi menjadi safety net koherensi nilai.

Pancasila sebagai Kerangka Normatif-Moral yang Operasional

Literatur filsafat hukum Indonesia menyepakati Pancasila sebagai sumber nilai (Hasan
et al., 2024). Kontribusi sintesis hasil kajian ini: (a) menggeser dari “Pancasila sebagai
deklarasi” ke “Pancasila sebagar operational design principle” dalam legislasi dan
kebyakan; (b) menggabungkan normative anchoring (sila) dengan toolkit analisis
kebjjakan modern (AIP, RIA, fundamental rights test); (¢) menghubungkan civic
capacities (literasi, deliberasi) dengan performa kelembagaan. Dengan pendekatan i, isu
kontemporer—misinformasi, radikalisme, ekonomi platform dapat ditangani melalu
rangkaian mstrumen yang Pancasila-compatible, evidence-informed, dan berbasis HAM.
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4. KESIMPULAN

Pancasila masih merupakan aspek fundamental dari hukum nasional yang sangat
penting dan relevan dalam mendidik masyarakat Indonesia pada masa kini. Berbagai
kemajuan teknologi, globalisasi, dan dinamika sosial-politik telah mendorong
penyesualan prinsip-prinsip Pancasila tanpa mengorbankan makna mereka sebagai
prinsip moral dan normatif. Persatuan, keadilan sosial, kemanusiaan, dan demokrasi yang
mendominasi di tengah perubahan zaman adalah hal-hal utama yang ditawarkan oleh
Pancasila.

Peningkatan melalur pendidikan, kebyakan yang konsisten, dan partisipasi aktf
masyarakat sangat penting untuk memahami dan menanamkan nilai-nilai Pancasila agar
kehidupan sehari-hari sejalan dengan prinsip bernegara dan berbangsa. Dengan cara ini,
Pancasila dapat menjadi alat nasional yang kuat untuk mengatasi berbagai isu
kontemporer dan melestarikan budaya Bangsa.

Implementasi Pancasila pada masa kini tidak hanya didasarkan pada ideologi formal,
tetapi juga pada tindakan dan sistem hukum yang menjamin keamanan, ketertiban, dan
kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Hal in1 menyoroti pentingnya Pancasila
sebagai landasan hukum Indonesia dan landasan Bangsa yang mulia.
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